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    ABSTRAK 
DIAH AYU INDRIANI (8105141513). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 
Bagian Keuangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jl. May. Jendral Soetoyo No.10 Cililitan 
Jakarta Timur yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 
Agustus 2016. Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib untuk 
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa 
memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang di 
dapat selama perkuliahan berlangsung, sehingga praktikan mempunyai 
profesionalitas dalam dunia kerja Dalam laporan ini diterangkan penempatan 
praktikan pada Bagian Pembendaharaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Berdasarkan hasil observasi selama praktek kerja lapangan, praktikan 
menemukan kendala yaitu sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem 
manual serta pencatatan tidak efektif setiap transaksi. Rekomendasi yang relevan 
adalah kembali meningkatkan manajemen pengetahuan, disiplin dalam 
pencatatan setiap transaksi. 
 
 
Kata Kunci: PKL, Pelaksanaan PKL, Tujuan PKL, kendala, cara mengatasi  
kendala 
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Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses 
penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyususnan laporan ini dapat bermanfaat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Semakin maju perkembangan ekonomi disertai dengan kemajuan 
teknologi yang mengalami perubahan dengan pesat mengharuskan sumber daya 
manusia memiliki kualitas diri serta menerima atas terjadinya perubahan. 
Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi suatu usaha. Sumber daya 
manusia harus memiliki keterampilan yang dikembangkan dengan baik agar 
menjadi tenaga kerja yang terampil dalam dunia kerja. Oleh karena itu, 
mahasiswa yang termasuk dalam sumber daya manusia tersebut harus 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja agar kualitas diri 
semakin berkembang. 
 Dengan adanya kegiatan pratik kerja lapangan bagi mahasiswa diharapkan 
memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dalam dunia kerja melalui instasi 
atau perusahaan tempat bekerja sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
diri. Sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sebelum mahasiswa benar-benar terjun ke dunia kerja dan bersaing 
didalamnya, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi dan 
kondisi dunia kerja tersebut, Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengadakan 
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Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL ini dilakukan pada sebuah koperasi 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat memahami dunia kerja yang 
ada di sebuah Perusahaan. 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib yang 
terdapat dalam bagian kurikulum di Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang berbobot 2 SKS. Dengan melakukan PKL 
diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan 
ilmu yang dipelajari di dalam kelas serta memperoleh pengalaman kerja di 
koperasi yang dipilih sebagai tempat berlangsunganya PKL. 
Diharapkan PKL ini dapat memberikan pengalaman yang berkaitan 
dengan ilmu yang dipelajari. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka 
diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmunya dan pada akhirnya 
mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika koperasi dan organisasi 
berdasarkan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa 
dituntut untuk lebih berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan 
serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar karyawan. Kegiatan PKL 
ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, 
kemampuan dan tanggung jawab. 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktik memilih 
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai tempat PKL. Praktik 
memilih BPHN dikarenakan praktik ingin mengetahui lebih dalam bagaimana 
kerja pembendaharaan dan keuangan yang berada pada perusahaan BUMN. 
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Praktik memilih BPHN sebagai tempat berlangsungnya PKL karena di BPHN 
sangat mendukung adanya peogram PKL. Praktik ditempatkan pada bagian 
Pembendaharaan keuangan BPHN. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk : 
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan dan 
persyaratan kelulusan Program S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
b. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang 
didapat perkuliahan yaitu keuangan khususnya bagian 
pembendaharaan yang berkaitan dengan ekonomi. 
c. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di 
dunia kerja yang sesungguhnya 
d. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di 
perkuliahan pada dunia kerja nyata. 
 
2. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah : 
a. Memepersiapakan diri untuk dunia kerja 
b. Mempraktekkan secara langsung teori yang sudah diajarkan dalam 
proses perkuliahan 
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c. Melatih diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan 
siap untuk terjun di dunia kerja. 
d. Melatih tanggung jawab dalam bekerja 
 
C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
 Program PKL ini memiliki manfaat yang besar bagi Mahasiswa, 
Fakultas Ekonomi serta perusahaan tempat praktek. Adapun manfaat PKL 
tersebut antara lain : 
1. Bagi mahasiswa 
a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu 
yang diperoleh di perkuliahan. 
b. Sebagai pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan 
kebutuhan dunia kerja. 
c. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan suatu pekerjaan. 
d. Sebagai sarana untuk menambah keterampilan dan kemampuan 
lainnya yang di dapat di dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Mengetahui seberapa sebesar mahasiswa memahami materi yang 
didapatkan selama perkuliahan untuk dapat di terapkan didunia kerja. 
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b. Menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap 
bersaing di dunia kerja. 
c. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, 
perusahaan swasta dan instansi pemerintah. 
d. Mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. 
3. Bagi perusahaan tempat praktik 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL, dapat membantu 
pekerjaan operasional karyawan yang terkait. 
b. Menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan perguruan 
tinggi. 
c. Membangun kemitraan dengan dunia akademik sehingga perusahaan 
dapat lebih dikenal di kalangan akademik. 
d. Laporan praktek kerja lapangan yang dibuat oleh peneliti dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi 
umum tempat praktek tersebut. 
 
D. Tempat Praktek Kerja Lapangan 
Praktek kerja lapangan kami lakukan pada bagian pembendaharaan 
keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berikut ini lokasi 
tempat praktek kerja lapangan yang kami lakukan : 
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Nama         : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 
Alamat                   : Jalan May. Jend. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta    13640 
Telephone            : (021) 8091908, Fax (021) 8002265 
Bagian                 : Staf Pembendaharaan Keuangan 
 
Alasan peneliti memilih Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai 
tempat praktek kerja lapangan tersebut, dikarenakan BPHN bagian 
pembendaharaan keuangan yang menangani semua kebutuhan para karyawan 
dan kebutuhan perusahaan BPHN. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan 
penelitian praktek kerja lapangan di Pembendaharaan Keuangan BPHN. 
 
E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
 Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi atau 
perusahaan yang sesuai dengan bidang kuliah praktikan yang menerima PKL. 
Setelah menemukan instansi atau perusahaan yang sesuai praktikan meminta 
surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi yang harus ditanda 
tangani oleh Kepala Jurusan untuk diberikan pada pihak BAAK UNJ. Setelah 
mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK 
UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). 
Pengajuan tersebut dilakukan pada awal bulan Januari 2016, surat pengantar 
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tersebut Praktikan berikan kepada kepala bagian kepegawaian Badan 
Pembinaan Hukum Nasional.  Kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 kami 
mendapat surat  jawaban atas pengajuan yang menyatakan bahwa Badan 
Pembinaan Hukum Nasional mengizinkan praktikan untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
2.  Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2016. 
Jam kerja mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik 
Indonesia yakni setiap hari senin hingga jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 
16.00 WIB. 
     3.     Tahap Pelaporan 
 Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan Juli 
2016 dan dilanjutkan kembali pada bulan Agustus 2017.  penulisan laporan 
PKL selesai pada September 2017 Penulisan dimulai dengan mencari data – 
data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL, kemudian pelaksanaan 
wawancara dengan narasumber,  Kemudian data – data tersebut diolah dan 
diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 
Senin-Jumat 08.00-16.00 12.00-13.00 
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Tabel 1.1 Jam Kerja dan Istirahat 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulan / 
Tahap 
Januari 
2016 
Juli 
2016 
September 
2017 
 
 
Persiapan 
   
 
Pelaksanaan 
   
 
Pelaporan 
   
 
                            
Tabel I.II: Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
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  BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
a. LPHN Tahun 1958 
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan 
Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung 
dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan 
pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-
undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita 
untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional. 
Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk 
mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya 
yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang 
selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan 
UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia 
Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan 
peristilahan hukum. 
Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, 
sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri 
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Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan 
Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari 
kalangan teoritisi, polisi dan praktisi hukum. 
b. LPHN Gaya Baru Tahun 1964 
 Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa 
tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang 
diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN 
dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan 
hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya 
barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan 
Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya 
Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. 
 Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan 
bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan 
anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan 
keanggotan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah 
Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan 
Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia 
Kerja. 
 Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . 
Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan 
pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan 
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unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan 
mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP 
/11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan 
yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-
undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain” 
 Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah 
menyampaikan surat kepada Ketua Presedium Kabinet dan Ketua DPR-
GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan 
dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan 
oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu 
dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalanya untuk 
memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan 
masuarakat. 
c. LPHN menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1971-
1974 
 Sampai dengan tahun 1971 LPHN tetap berdasarkan Keputusan 
Presiden RI No. 282 tahun 1964 tetapi khusus mengenai Sekretariat 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diatur dengan Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor J. S.4/8/1 tanggal 1 Juni 1971 yaitu mengenai 
Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Sekretariat 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman. 
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 Pada tahun 1974 Presiden Soeharto dalam pidato pengambilan 
sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan 
Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan antara lain :” Dalam 
rangka pembangunan hukum nasional itu saya minta agar Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional yang telah ada lebih digiatkan lagi” 
 Harapan Presiden Soeharto tersebut oleh Pimpinan Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional sangat direspon dan dengan dukungan 
Menteri Kehakiman maka diselenggarakanlah Seminar Hukum nasional III 
di Surabya yang memiliki arti penting karena dalam sambutan tertulisnya 
Presiden Soeharto antara lain mengatakan :“ Saya menaruh perhatian yang 
khusus pada Seminar Hukum Nasional III yang diadakan di Surabya ini, 
karena hukum mempunyai kedudukan dan harus memainkan peranan yang 
penting dalam pembangunan bangsa kita. Sehubungan dengan itu saya 
sangat gembira, karena permintaan saya begitu cepat terlaksanan dalam 
wujud diadakannya Seminar Hukum Nasional III ini oleh Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional” 
 Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah 
Departemen Kehakiman. 
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d. BPHN Tahun 1974 – 2008 (tahun emas 50 tahun) 
Sejak tahun 1974 terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi 
sebagai berikut : 
- Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 jo Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 : 
1. Kepala : JCT Simorangkir, SH 
2. Sekretaris : Drs. Suroso 
3. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : PC Hadiprastowo, SH 
(sampai 1979) Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie,     SH 
5. Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH 
- Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 Departemen Kehakiman 
berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Badan 
Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalami perubahan dan 
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan 
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 
1999. 
1. Kepala  : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M (2004) 
2. Sekretaris  : L Sumartin, SH 
3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional : Achmad Ubbe,  
            S.H.,MH, APU 
4. Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional :M.R Sarumala, SH 
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum : Syaiful Watni, SH 
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6. Pusat Penyuluhan Hukum : Sri Badini Amidjoyo, SH,MH 
 Keputusan Presiden RI No. 165 tahun 2000 perubahan menjadi 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia jo Keputusan Menteri 
Kehakiman dan HAM RI No. M.04.PR.07.10 tahun 2004 jo Keputusan 
Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2005 jo 
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.09.PR.07.10 tahun 
2007 
1. Kepala :  1. Prof. Dr. Abdul Gani, SH (2007) 
  2. Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH 
2. Sekretaris :  1. L. Sumartini, SH (2005) 
  2. Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2007) 
  3. Bambang Iriana Djajaatmaja SH, LL.M 
3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: 
  1. Alim Wardoyo Magiono, SH (2005) 
  2. Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2006) 
  3. Charijah, SH, MH, Phd 
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum : 
  1. Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2005) 
  2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH,MH (2007) 
  3. Sadikin, SH,MH 
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional : 
  1. Syaiful Watni, SH, (2007) 
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  2. Sulastri Helmi,SH (2008) 
  3. Ajarotni Nasution SH,MH 
6. Pusat Penyuluhan Hukum : 
  1. Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2005) 
  2. Sulastri Helmi, (2007) 
  3. Widi Asmoro, SH, MH (2008) 
  4. Dra. Susy Susilowati, SH, MH 
Keputusan Presiden RI No. 141/M tahun 2010 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
1. Kepala: DR. Wicipto Setiadi S.H., M.H 
2. Sekretraris : Sadikin Sabirin SH., M.H 
3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional:  
    Agus Subandriyo SH., M.H 
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional:  
    Yunan Hilmy SH., M.H 
5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional:  
    Drs. Buddy Wihardja M.Si 
6. Kepala Pusat Penyuluhan: Audy Murfi SH., M.H 
Keputusan Presiden Nomor 112/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian 
dan Pengangangkatan Dari dan Dalam Jabataran Struktural Eselon I di 
Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 
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1. Kepala : Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum 
2. Sekretaris : 1. Sadikin Sabirin, SH., MH 
  2.  Danan Purnomo, SH., M.Si 
3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional :  
  1. Agus Subandriyo, SH MH 
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional 
  1. Yunan Hilmy, SH., MH 
  2. Pocut Eliza, S.Sos., SH., MH 
5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
  1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si 
6. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum 
  1. Audy Murfi, SH., MH 
Hingga sekarang diusianya yang ke-57 tahun BPHN lebih memfokuskan 
pada tugas perncanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi 
Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan 
penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan informasi 
hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kasadaran hukum 
masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya 
sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya 
supremasi hukum dan hak asasi manusia. 
Visi Misi 
17 
 
Visi : "Masyarakat memperoleh kepastian hukum". 
Misi : 
1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; 
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; 
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; 
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi  Kementerian 
Hukum dan HAM; serta 
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM  yang 
profesional dan berintegritas. 
B. Struktur Organisasi 
Dalam menjalankan usahanya tentu BPHN dipimpin dan dibantu oleh 
pengurus dan juga beberapa staf atau pegawai. Dimana kedudukan pengurus 
serta staff atau pegawai tersebut digambarkan kedalam sebuah struktur 
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organisasi. Adapun struktur organisasi BPHN di gambar adalah sebagai 
berikut. 
 
Gambar II.I Struktur Organisasi Keuangan 
Kepala Bagian Keuangan : Hidayat,SH 
Kasub Bagian Akutansi dan Pelaporan : Ira Yustisia S.Kom,SH M.Si 
      -Deny Kurniawan,SE 
      -Rizky Alawiyah,A.Md 
Kasub Bagian Pembendaharaan            : Siwi Herawati, S.Sos 
      - Tukimin 
- Abdul Rozak,SE 
- Krisna Pramudia,SH 
- Muhaimin,SH 
- Sri Handayani,SE 
- Rienty Susantyo,SE 
- Hayati,SH 
- Lianawati Rahayu, A.Md 
- Joni Marten 
Kasub Bagian Pelaksanaan Anggaran    : Chaeriah.S.Sos. M.Si 
      - Dedi Supriyadi, SE 
- Elly Supriyanti,S.Sos 
- I Nyoman Dudy D, SH 
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- Sandy Suwardhy,SH 
- Usfianto 
- Slamet Wiyono 
  
 
D.  Kegiatan Umum Perusahaan 
BPHN memiliki berbagai kegiatan keuangan, yaitu : 
Tugas 
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di 
lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
• Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan     
Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan 
• Penyiapan bahan penatausahaan, pembendaharaan, akutansi, dan pelaporan 
keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Bagian Keuangan terdiri atas : 
•   Subbagian Pelaksanaan Anggaran; 
•    Subbagian Perbendaharaan; dan 
•    Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 
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1. Subbagian Pelaksana Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan penggajian di lingkungan 
Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
2. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perbendaharaan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penatausahaan, akutansi dan pelaporan keuangan di 
lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
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BAB III 
                               PELAKSANAAN PRAKTIKAN KERJA LAPANGAN 
  
A. Bidang Kerja 
Selama Praktik Kerja Lapangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional 
praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan, dalam praktiknya pekerjaan 
disana memerlukan ketelitian yang tinggi, menggunakan teknologi dengan 
handal dan sikap ramah terhadap karyawan yang lainnya. Semua itu sangat 
penting karena kenyamanan merupakan prioritas dalam menjalankannya. 
Dalam melaksanakan tugasnya praktikan menerapkan apa saja yang sudah 
dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah yang ada. Dengan mengingat mata 
kuliah yang sebelumnya diambil membuat praktikan lebih mudah dalam 
menjalankan tugas yang diberikan saat praktik kerja lapangan karena 
mengaplikasikan apa yang sudah didapat. 
Selama kegiatan PKL di Badan Pembinaan Hukum yang berlangsung 
selama satu bulan, praktikan di tempatkan pada bagian pembendaharaan.  pada 
pembendaharaan  bertugas untuk mencatat data pengeluaran kebutuhan 
karyawan maupun perusahaan mulai dari kegiatan konsumsi hingga alat tulis 
kantor (ATK). 
Bidang kerja di bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional 
terdapat 3 (tiga) bagian yaitu : Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan, dan 
Akuntansi dan Pelaporan. Praktikan ditempatkan dibagian Perbendaharaan 
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Badan Pembinaan Hukum Nasioanal praktikan juga mengerjakan tugas-tugas 
lainnya bersama karyawan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
Semua karyawan perbendaharaan diawasi langsung oleh ketua 
perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bernama Ibu Siwi 
Herawati. S.sos yang sekaligus beliau juga merupakan pembimbing praktikan 
selama kegiatan PKL berlangsung. Praktikan juga dinilai oleh Ketua 
perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Ibu Siwi 
Herawati.,S.sos. Praktikan selama PKL diberikan tugas diantaranya: 
a. Menangani kegiatan Surat menyurat 
b. Mengekspedisi surat 
c. Mengantarkan surat 
d. Perekapan menggunakan Microsoft excel 
e. Pengecekan kwitansi/nota dan Pemberian nomor kwitansi dengan nota 
konfirmasi 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas Praktikan di Perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum 
Nasional antara lain: 
1. Menangani kegiatan Surat menyurat 
 Menangani kegiatan surat menyurat yaitu Mengagendakan Surat 
Masuk dan Surat Keluar. Surat masuk maupun surat keluar perlu 
diagenda supaya ada bukti penerimaan surat maupun pengiriman surat. 
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2. Mengekspidisi Surat 
 Sebelum surat masuk beserta lembar disposisi dikirimkan ke unit 
masing masing bagian yang dituju, surat tersebut perlu diekspidisi 
(dicatat nomer surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima, Perihal, 
ditujukan ke siapa, isi disposisi, tanggal disposisi, tanggal paraf terima 
disposisi). 
3. Mengantar surat  
 Mengantarkan surat ke bagian yang dituju sekaligus meminta paraf 
sebagai tanda terima di buku agenda. 
4. Perekapan dengan Microsoft excel 
  Setelah itu direkap di komputer menggunakan microsoft excel 
dengan format yang ditujukan. 
a. Menggandakan dokumen( Fotocopy ), surat maupun berkas 
b. Melakukan kegiatan pembagian surat undangan ke tiap sub divisi 
c. Membantu menyiapkan gaji para pegawai. 
5. Pengecekan kwitansi/Nota dan pemberian nomor kwitansi dengan 
Nota konfirmasi 
 Pengecekan kwitansi/nota sendiri dilakukan apabila terdapat 
penggunaan dana ataau permohonan dana yang diajukan oleh karyawan 
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kwitansi yang diberikan akan di 
cocokan dengan jumlah anggaran yang diminta oleh para karyawan 
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yang kemudian akan dicocokan dengan nota konfirmasi. Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi kesalahan pada saat penghitungan dana 
yang ada. Kemudian pemberian nomor pada kwitansi akan disesuaikan 
dengan nomor kwitansi yang ada sebelumnya secara berurutan. 
 Tugas-tugas tersebut dikerjakan selama satu bulan.Tepatnya 
selama 24 hari kerja.Tugas diberikan mulai dari hari Senin, 18 Juli 2016 
dan selesai pada hari Kamis, 18 Agustus 2016.Dalam melaksanakan 
tugas, mahasiswa tidak di bebankan tugas yang banyak oleh pegawai. 
1. Menginput data pengeluaran keuangan 
2. Membantu dalam membagi tunjangan 
3. Mencatat serta merekap pengeluaran 
4. Melaporkan pada bagian akuntansi 
5. Membuat surat laporan mengenai pengeluaran 
Selama menempati pada bagian pembendaharan, praktikan selalu 
diawasi serta dibimbing oleh kasubag pembendaharan dan bagian staf 
lainnya agar bila ada kesulitan atau kendala yang dihadapi, maka dapat 
bertanya dan langsung dibimbing oleh karyawan yang sudah mengerti 
bidang pada saat berlangsungnya PKL. 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan kurang lebih selama 
satu bulan. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku 
pada BPHN yaitu Senin hingga Jum’at dengan waktu kerja pukul 08.00 
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– 16.00 WIB. Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
bertugas sebagai berikut : 
1. Menginput data pengeluaran keuangan 
Tugas  menginput data dan pengeluaran keuangan  adalah  
kegitan  sehari-hari  yang  dilakukan dalam pelaksanaan PKL di BPHN. 
Pelaksanan tugas tersebut dilakukan setiap ada kegiatan yang berkaitan 
dengan konsumsi dan keperluan perusahaan.  
   2. Membantu dalam pembagian tunjangan 
Kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada saat penggajian 
dilakukan oleh seluruh bagian keuangan memasukkan uang sesuai 
dengan timgkat dan jabatan kemudian membagikan sesuai data gaji 
pokok dan tunjangan. 
  3. Mencatat serta merekap pengeluaran keuangan 
Tugas berikut yaitu menyusun daftar tagihan perusahaan. Daftar 
tagihan tersebut berupa bukti pembayaran konsumsi maupun ATK yang 
dilakukan oleh pihak perusahaan secara tunai. Penyusunan daftar tagihan 
tersebut disesuaikan dengan nama perusahaan, subbagian perusahaan dan 
tanggal pembelian konsumsi dan ATK tersebut. 
         4. Melaporkan pada bagian akuntansi 
Setelah pencatatan pengeluaran keuangan kemudian dilaporkan 
pada bagian akuntasi agar dibuat peloran keuangan oleh bagian akuntasi. 
        5. Membuat surat pelaporan pengeluaran keuangan 
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  Setelah pencatatan pengeluaran selesai kemudian kepala bagian 
pembendaharaan melakukan pelaporan pengeluaran pada kepala bagian 
keuangan yag kemudian akan di serahkan kepada bagian kesekretariatan. 
                                  
   Matriks Kegiatan 
 
Tangg
al 
Minggu Ke-1 Minggu Ke-2 Minggu Ke-3 Minggu Ke-4 
Kegia
tan 
Pencatatan 
kegiatan acara 
beserta 
konsumsi dan 
pebelian 
keperluan atk  
Melakukan 
penginputan  
Pengeluaran 
keuangan. 
membantu bu 
Yanti dalam 
merekap 
pengeluaran 
 
Membuat surat 
terkait 
pengeluaran. 
Serta proses 
pembagian gaji 
keryawan. 
Tabel III.I 
 
C. Kendala yang di hadapi 
Dalam melaksanakan pekerjaan di BPHN, praktikan berusaha untuk 
melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik dan teliti. Setiap pekerjaan yang 
dilakukan, diimbangi dengan rasa tanggung jawab pada setiap pekerjaan. Akan 
tetapi dalam melaksanakan semua pekerjaan, praktikan mengalami beberapa 
kendala yang menyebabkan praktikan menjadi tidak maksimal dalam 
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melaksanakan pekerjaan. Kendala yang dihadapi oleh praktikan selama 
melaksanakan pekerjaan di BPHN antara lain : 
1. Keterbatasan tempat untuk menaruh data yang telah selesai. 
Keterbatasan tempat dimaksudkan keterbatasan rak maupun alat tulis 
kantor (ATK). Keterbatasan tempat tersebut menyebabkan penataan 
dari barang sembako maupun ATK sedikit terlihat kurang rapih. 
2. Mesin Fotocopy yang terbatas 
Dalam ruangan bagian keuangan hanya terdapat satu mesin 
fotocopy penggunaannya pun bergantian terkadang harus mengantri 
karena kadang ada karyawan lain dari bagian lain yang menggunakan 
mesin fotocopy tersebut.  
3. Pencatatan pelaporan keuangan 
  Dalam proses pencatatan terkadang tidak sesui dengan bukti fisik 
pembayaran seperti dalam pelaporan lebih sedikit daripada bukti 
pembayaran sehingga tidak sesui dengan pencataan hal tersebut 
menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang dikeluarkan 
oleh bagian pembendaharaan kepada bagian akutansi karena harus 
memeriksa kembali pengeluaran. 
     4. Kurangnya Motivasi 
  Kurangnya motivasi karyawan dalam mengerjakan tugasnya 
sehingga menyebabkan banyaknya pekerjaan yang menumpuk hal 
tersebutdapat dilihat melalui jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan. 
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Permasalahan tersebutlah yang juga membuat keterlambatan dalam 
penyetoran laporan keuangan. 
 
D.  Cara mengatasi kendala 
Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dari kendala-kendala 
yang di hadapi sebagai berikut: 
  1. Menambah lemari atau tempat menaruh berkas 
  Untuk mengatasi kendala ini seharusnya menambah lemari atau 
tempat menaruh berkas agar  berkas yang ada tersimpan dengan baik dan 
tertata sehingga jika ada kesalahan atau pemeriksaan kembali berkas-
berkas pengeluaran memudahkan untuk mencarinya kembali. 
  2. Penambahan mesin Fotocopy 
  Demi kelancaran dalam proses pencatatan dan perekapan di 
perlukan mesin fotocopy tambahan agar dalam merekap data mudah dan 
tidak terlalu lama mengantri. 
         3. Kurangnya Motivasi  
 Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya motivasi 
karyawan dalam mengerjakan tugasnya seharusnya sebagai kepala bidang 
memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi karyawan seperti 
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motivasi seorang karyawan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
1
 
Berdasarkan teori tersebut terdapat kaitan antara imbalan dengan prestasi yang 
mempengaruhi secara internal yaitu keinginan , kepuasan kerja serta prestasi yang 
dihasilkan sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan. 
                                                                
1
 Siagin, Sondang P, Manajemen Sumber Daya Manusia, cet 20, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, Hlm 
294 
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                             BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah  melaksanakan  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  di  Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), praktikan menyimpulkan beberapa hal, 
yaitu : 
1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Praktikan 
memberi manfaat yang cukup besar terutama pada bidang keuangan 
dimana banyak hal yang tidak didapat praktikan di dunia perkuliahan. 
2. Pada dasarnya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menuntut 
bagaimana kita memahami cara bekerja di bagian keuangan dan 
berjalannnya sistem keuangan khususnya pembendaharaan yang 
sebenarnya. Serta bagaimana pengaplikasian teori perkuliahan di dunia 
kerja. 
3. Banyak kendala yang dihadapi oleh praktikan pada pelaksanaan     
Praktik Kerja Lapangan yang kurang memadai serta keterbatasan alat. 
B. Saran 
1. Saran untuk praktikan : 
a) Mempersiapkan diri sebaik mungkin terkait pelaksanaan kegiatan 
PKL mulai dari administrasi hingga data-data yang di butuhkan 
dalam membuat laporan PKL 
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b) Pada pelaksanaan PKL di koperasi, mahasiswa sehendaknya 
bersikap professional yang di imbangi dengan rasa penuh tanggung 
jawab, berkomitmen dan displin. 
 
2. Saran untuk koperasi : 
a) Diharapkan dalam proses pencatatan sebaiknya dilakukan secara 
teliti dan tepat waktu agar tidak ada data yeng terlewat . 
b) Menambah mesin fotocopy untuk menambah serta mempermudah 
kerja. 
 
2. Saran untuk universitas : 
a) Menjalin silahturahmi antara BPHN dengan Universitas Negeri 
Jakarta agar ke depannya dapat menerima mahasiswa yang ingin 
melaksanakan PKL pada koperasi dengan keterampilan dan 
keahlian mereka. 
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Lampiran  7 
Format Penilaian Seminar Praktik Kerja Lapangan 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama  : Diah Ayu Indriani 
No. Reg  : 8105141513 
Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi Koperasi 2014 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
Penilaian Laporan PKL   
1.  Format Makalah 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan bahasa yang 
baku, baik, dan benar 
0-15  
2.  Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan 
keahlian bidang studi 
b. Kejelasan uraian 
0-25  
3.  Informasi 
a. Keakuratan informasi 
0-15  
Penilaian Presentasi Laporan   
1. Penyajian 
a. Sistematika Penyajian 
b. Pengguna alat bantu 
0-20  
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c. Penggunaan bahan lisan yang 
baik, benar dan efektif 
2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan 
mempertahankan argumen 
0-20  
Jumlah 100  
 
Jakarta, ............................................ 
          Penilai, 
 
 
       
           NIP.  
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